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4. Memastikan Akuntabilitas: Memastikan bahwa proses 

penanganan keberatan informasi dilakukan dengan 

akuntabilitas, sehingga keputusan yang diambil oleh PPID atau 

pejabat terkait dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Mendukung Keterbukaan Informasi: Menguatkan 

implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, serta peraturan pelaksana lainnya. 

Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan 

Informasi Publik. 

7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Kepulauan Seribu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan 
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dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu. 

Prosedur 

1. Pengajuan Keberatan: 

Pemohon informasi mengajukan keberatan terkait permohonan 

informasi publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang 

tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 175 

Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 

2. Pemeriksaan dan Pencatatan Berkas: 

• Petugas PPID mendaftarkan, mencatat, dan memverifikasi 

kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik. 

• Berkas yang telah diverifikasi disampaikan kepada PPID 

RSUD Kepulauan Seribu untuk diperiksa dan dianalisis. 

3. Analisis dan Pengumpulan Informasi: 

• PPID menganalisis pengajuan keberatan informasi dan 

menghimpun informasi serta dokumen sebagai bahan 

jawaban atau tanggapan atas keberatan. 

• Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisis 

disampaikan kepada Atasan PPID. 

4. Penyampaian Tanggapan: 

Atasan PPID menyampaikan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan dan menugaskan PPID RSUD Kepulauan Seribu 

untuk membuat Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan 

informasi. 
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5. Pembuatan Surat Jawaban: 

PPID mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan 

Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang 

mengajukan keberatan. 

6. Penerimaan Tanggapan oleh Pemohon: 

• Pemohon informasi menerima surat jawaban/tanggapan atas 

keberatan informasi yang diajukan. 

• Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik 

diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja 

sejak surat pengajuan diterima. 

Alat & Bahan 

1. Desk (Meja) Layanan Informasi. 

2. Komputer. 

3. Printer. 

4. Internet. 

5. Surat elektronik. 

6. Telepon. 

7. Surat keberatan 

8. Formulir pengajuan keberatan informasi 

9. Daftar informasi publik 

10. Notulensi rapat 

11. Nota dinas 

12. Disposisi 

13. Tanda terima dan Arsip SOP Surat Keluar 

Unit Terkait 

1. Pemohon Informasi 

2. Petugas PPID  

3. PPID 
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4. Atasan PPID 

  

 

Riwayat Perubahan 

No / Tanggal Revisi Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

.. .. /.. .. - .. .. - .. ..    

.. .. /.. .. - .. .. - .. ..   


